
 

 

 

KEPALA DESA JURANG  
KABUPATEN KUDUS 

 

      KEPUTUSAN KEPALA DESA JURANG 
                         NOMOR : 900 / 22 / 35.07.7 / 20204   / 2015 

 

         TENTANG 

        PEMBENTUKAN  

            TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA 
       (RKP Desa)  

             DESA JURANG KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS 

        TAHUN 2021 

        KEPALA DESA JURANG, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat 
(1)  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 

Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, 
maka dipandang perlu menetapkan Tim Penyusun 
RKP Desa; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan 

Keputusan Kepala Desa Jurang; 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4355); 

 
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negera Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4400); 
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 



 

  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 
 

  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 
 

  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5589); 

 
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 
 

  10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 

Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558); 

 
  11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 

2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 
 

  12 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 
tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa 

di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 1367); 

 
  13 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 

Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaga 

Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 17, 



Tambahan Lembaga Daerah Kabupaten Kudus 
nomor 90 ), sebagaimana diubah Dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2008 

tentang Perunahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006 tentang 
Keuangan Desa (Lembaga Daerah Kabupaten Kudus 

Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kudus Nomor 12); 

 
  14 Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus 

(Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 
13); 

 
  15 Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 

Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 30); 
    

   

  MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :     

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah 

Desa (RKP Desa) Desa Jurang Kecamatan Gebog 

Kabupaten Kudus Tahun 2020, dengan susunan  

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 

  

KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum 

KESATU sebagai berikut : 

  a. Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan 

program/kegiatan masuk Desa; 

  b. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; 

  c. Penyusunan rancangan RKP Desa; dan 

  d. Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa. 

 

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya 

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020. 

 

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan 

ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. 
 

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

    

   Ditetapkan  di : Jurang 

Tanggal           : 30 September 2020 

    

    

  



    

    

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Jurang 

  Nomor : 900/22/35.07.7/20201 

  Tanggal : 30  September 2020 

 
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  

(RKP-DESA)  

DESA JURANG KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS 

TAHUN 2021 

 

 
NO 

 

 
N A M A 

 
JABATAN  

 

 
UNSUR 

1 2 3 4 

1. MUHAMMAD NOOR Kepala Desa Pembina 

2. HARIS HUDAYA BPD Ketua 

3. SHOLIKHUL HUDA BPD Sekretaris 

4. BAMBANG SUTEJO Perangkat Desa Anggota 

5. NURUL MASFUFAH KPMD Anggota 

6. EDI PRAWOTO Tokoh Masyarakat Anggota 

7. FAIZAH MAKHSUNAH PKK Anggota 

    
 

KEPALA DESA JURANG 
    
    

    
    

   MUHAMMAD NOOR 
 

 

 

 

 

 

 


